(Frequently Asked Questions / F.A.Q) terkait pelayanan Izin Pelaksanaan Transmigrasi
(IPT) untuk badan usaha yang tertarik menanam modal di lahan HPL (Hak
Pengelolaan Lahan) Transmigrasi:

1. Apa itu Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) untuk badan usaha?

Izin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Menteri atau
Pejabat yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang-Undang Nomor
15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian sebagai bukti legalitas bahwa badan usaha telah memenuhi persyaratan dan
diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha penanaman modal dalam pelaksanaan
transmigrasi

2. Bagaimana cara mendapatkan IPT untuk badan usaha?

Untuk mendapatkan IPT, badan usaha harus mengajukan permohonan kepada Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Permohonan harus disertai dengan
rencana transmigrasi yang lengkap, termasuk rencana pemukiman, infrastruktur, penempatan
pekerja, serta aspek sosial dan ekonomi lainnya yang detailnya tercantum dalam persyaratan
Teknis. Selanjutnya terdapat persyaratan administrasi yaitu Akta pendrian usaha, NPWP
Perusahaan, SIUP, Laporan Keuangan Perusahaan, dan surat pernyataan kebenaran dokumen
dengan materai

3. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh IPT?

Persyaratan untuk memperoleh IPT dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan
pemerintah daerah. Namun, umumnya persyaratan meliputi:
- Rencana transmigrasi yang komprehensif dan jelas.
- Kepastian investasi dan ketersediaan dana untuk melaksanakan proyek.
- Komitmen untuk memberdayakan masyarakat setempat dan penduduk yang
ditransmigrasikan.
- Mematuhi aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bagaimana peran pemerintah dalam pelayanan IPT untuk badan usaha?

Pemerintah memiliki peran penting dalam membina dan mengawasi pelaksanaan transmigrasi
oleh badan usaha. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa transmigrasi berjalan sesuai
dengan rencana yang telah disetujui dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat
setempat dan penduduk yang ditransmigrasikan.



5. Berapa lama jangka waktu IPT yang biasanya diberikan kepada badan usaha?

Jangka waktu HPL Transmigrasi biasanya diberikan dalam jangka waktu hingga 5 tahun dan
dapat diperpanjang.

6. Apa saja manfaat bagi badan usaha yang mendapatkan IPT dan berinvestasi di lahan
HPL Transmigrasi?

Manfaat bagi badan usaha yang mendapatkan IPT dan berinvestasi di lahan HPL
Transmigrasi antara lain:
- Akses terhadap lahan yang luas dan potensial untuk pengembangan bisnis atau usaha.
- Potensi pengembangan usaha baru di daerah tujuan transmigrasi.
- Peluang untuk berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di
daerah tujuan transmigrasi.



